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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Perama, proses penerbitan Surety
Bond di PT. Askrindo pada proyek pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota
Surakarta; Kedua, akibat hukum yang timbul apabila terjadi wanprestas dalam
pelaksanaan Surety Bond di PT Askrindo pada proyek pengadaan barang/jasa
Pemerintah Kota Surakarta. Penelitian dilaksanakan di kantor perwakilan PT
Askrindo Kota Surakarta. Sumber data menggunakan data sekunder berupa data
perjanjian Surety Bond dan data primer hasil penelitian lapangan. Teknik analisis
data menggunakan analisis kualitatif. Hasil analiss menunjukkan bahwa:
Pertama, Prosedur Penerbitan Surety Bond di PT. Askrindo pada proyek
pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Kota Surakarta adalah: membuat
perjanjian pokok yang berisi jumlah kerugian yang akan ditanggung oleh pihak
surety jika terjadi wanprestasi yang dilakukan Principal, mengajukan permohonan
menjadi nasabah, mengis formulir permohonan, Principal melengkapi dokumen,
proses underwriting (pemeriksaan); Kedua, Akibat Hukum yang Timbul Apabila
Terjadi Wanprestasi dalam Pelaksanaan Surety Bond adalah dilakukan penagihan
recovery dan segera melakukan eksekusi atas agunan yang ada pada Surety.

Kata Kunci: wanprestas dalam surety bond, proyek pengadaan barang dan jasa

ABSTRACT

Purpose of this study was to determine: First, the process of issuance of surety
bonds in PT. Askrindo on project procurement of goods / services Surakarta City
Government; Second, The legal consequences that arise in the event of default in
the execution of Surety Bond in PT Askrindo on project procurement of goods /
services of the Government of Surakarta. The experiment was conducted at the
offices of PT Askrindo of Surakarta. Source of data using secondary data Surety
Bond agreement and primary data field research. Data were analyzed using
gualitative analysis.The results showed that: First, Surety Bond Issuance
Procedures in PT. Askrindo on project procurement of goods and services in the
Government of Surakartais: create a basic agreement that contains the amount of
the loss will be borne by the surety in the event of default are done Principal,
apply as a customer, fill out the application form, Principal complete documents,
the underwriting process (examination); Second, As a result of Law Arising in the
Implementation of Default Occurs When Surety Bond is done directly by sending
a letter to the Principal for immediate execution of collateral that is the Surety.

Keywords: Default in Surety Bond, Project Procurement



PENDAHULUAN

Proses pengadaan barang pemerintah daerah harus mengikuti
pelelangan umum yaitu metode pemilihan penyedia barang/jasa untuk semua
pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi
syarat. Perusshaan penyedia barang/jasa yang mengikuti lelang dalam
pengadaan barang/jasa pada pemerintah daerah selain harus memenuhi syarat-
syarat administrasi juga harus memberikan srat jaminan penawaran yang
diterbitkan oleh bank umum (tidak termasuk bank perkreditan rakyat) atau
oleh perusahaan asurans yang mempunyai program asuransi kerugian (Surety
Bond) yang mempunyal dukungan reasuransi sebagaimana persyaratan yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan.?

Surat Jaminan adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan
dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank
Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh
Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/Kdompok Kerja ULP untuk menjamin
terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa. Jaminan ini diberlakukan agar
perusahaan penyedia barang/jasa yang memenangkan proyek pengadaan
barang/jasa tidak melakukan wanprestasi atas kesepakatan perjanjian yang
telah disepakati.

Ada berbaga macam asurans dan penjaminan di Indonesia yang

bertujuan untuk memberikan jaminan terhadap pihak-pihak terkait apabila

! Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Pasal 1 Ayat 23

2 Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/jasa Pemerintah. Ayat 1 Pasal 5¢



terjadi wanprestasi dari  kesepakatan perjanjian yang sudah disepakati.
Asurans atau dalam bahasa belanda “verzekering” berarti pertanggungan.
Daam suatu asurans terlibat dua pihak, yaitu: yang satu sanggup
menanggung atau menjamin, bahwa pihak lain akan mendapat penggantian
suatu kerugian, yang mungkin akan ia derita sebagal akibat dari suatu
peristiva yang semula belum tentu akan terjadi atau semula belum dapat
ditentukan saat akan terjadinya.®

Surety Bond merupakan salah satu bentuk alternatif yang dikeluarkan
dari perusshaan asuransi untuk menjamin pemilik proyek @bligee) supaya
hak-haknya terlaksana dengan bailk dan benar. Seperti yang di kemukakan
oleh Ricardo Simanjuntak di artikelnya yang berjudul “Surety Bond dan
kepastian hukum penjaminan di Indonesia”, Surety Bond merupakan suatu
produk inovatif perusahaan asurans sebagal upaya pengambilalihan potens
resko kerugian yang mungkin dapat dialami oleh salah satu pihak atas
kepercayaan yang diberikannya pada pihak lain dalam pelaksanaan kontrak
yang telah disepakati oleh mereka.*

Sebelum membuat Surety Bond, maka principal dipersyaratkan
membuat Agreement Of Indemnity (Perjanjian Ganti Rugi) yang akan
digunakan sebagai dasar untuk penuntutan ganti kerugian terkait dengan klaim
yang telah dibayarkan oleh surety. Pada prakteknya meskipun perusahaan
asurans telah memiliki Agreement Of Indemnity untuk melakukan penuntutan

ganti rugi, ha itu sulit untuk dilakukan.

% Wirjono prodjodikoro. 1986. Hukum asuransi Indonesia. Jakarta: PT Intermasa. hal. 1
4 Ricardo Simanjuntak. 2004. Surety Bond Dan Kepastian Hukum Penjaminan di
Indonesia, Artikel LPHI Jakarta. Hal 2



Penulis bermaksud membahas permasalahan tentang jaminan
pelaksanaan atau performance bond yang dimana pelaksanaannya itu sendiri
banyak masyarakat atau perusahaan yang terkait kurang mengetahui apa itu
Surety Bond dan bagaimana pelaksanaannya. Oleh karena itu dengan adanya
penelitian ini diharapkan bisa mempermudah dan membantu masyarakat dan
para pengusaha untuk lebih memahami atau mengetahui apa itu Surety Bond
dalam pel aksanaannya beserta penjaminannya.

Permasalahan yang diteliti dirumuskan sebagai berikut: Pertama,
bagaimanakah proses penerbitan Surety Bond di PT. Askrindo pada proyek
pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota Surakarta? Kedua, bagaimanakah
akibat hukum yang timbul apabila terjadi wanprestas dalam pelaksanaan
Surety Bond di PT Askrindo pada proyek pengadaan barang/jasa Pemerintah
Kota Surakarta.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu suatu
pendlitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin
tentang manusia, keadaan atau gejala-gegjala lainnya. Metode pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris adalah yaitu pendekatan
yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data
sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan
penelitian data primer di lapangan.

Pendlitian ini mengambil lokas di di kantor perwakilan PT Askrindo

Kota Surakarta. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa
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perjanjian surety bond dan brosur surety bond serta data primer dari hasil
wawancara. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan
wawancara. Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Prosedur Penerbitan Surety Bond di PT. Askrindo

Prosedur Penerbitan Surety Bond di PT. Askrindo pada proyek
pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Kota Surakarta adalah: Pertama.
Membuat perjanjian pokok yang berisi jumlah kerugian yang akan ditanggung
oleh pihak surety jika terjadi wanprestass yang dilakukan Principal. Pihak
Principal dan Obligee sepakat untuk mengadakan perjanjian pemberian
jaminan dengan penyerahan hak milik secara fidusia; Kedua, selanjutnya
pihak principal menempuh beberapa prosedur sebagai berikut: Mengajukan
permohonan menjadi nasabah terlebih dahulu dengan menyampaikan data
informasi yang lengkap tentang perusahaan, misalnya Laporan Keuangan,
Akta Pendirian, Surat Perijinan, dan dokumen penunjang lainnya. Mengajukan
permohonan yang dapat setigp saat melalui pengisian formulir yang
disediakan dan menegaskan jenis Surety Bond yang dikehendaki

Selanjutnya dalam menggukan permohonan untuk mendapatkan
Jaminan dalam bentuk Surety Mengisi formulir permohonan penerbitan Surety
Bond, pernyataan untuk menbayar ganti rugi, mengisi jaminan pribadi,
menandatangani perjanjian pemberian jaminan dengan penyerahan hak milik
secara fidusia, menandatangani surat penyerahan barang agunan dan kuasa

untuk menjual Pada saat formulir dan pernyataan tersebut diserahkan,
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Principal wajib melengkapi dengan dokumen-dokumen yang tertera pada
syarat penerbitan Surety Bond, yaitu undangan lelang, SPK atau berita acara
serah terima pekerjaan. Proses underwriting, proses ini dilakukan untuk
memeriksa kelengkapankelengkapan setiap berkas-berkas yang menjadi
syarat tersebut, apakah sudah sesuai dengan syarat atau masih terdapat
kekurangan, sehingga tidak merugikan masing-masing pihak dikemudian hari.
Keputusan underwriting (aplikasi diterima atau ditolak), apabila diterima
maka aplikas akan dilanjutkan ke proses penerbitan.

PT. Askrindo kemudian berusaha memperoleh gambaran risiko yang
akan ditanggung dengan andlisis 5 (lima) C vyaitu: Character, Capital,
Capacity, Condition, dan Collateral terhadap kondisi principal. Membuat
Perjanjian Ganti Rugi Kepada Pihak Surety atau Agreement of Indemnity To
Surety adalah surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Principal
dan Indemnitor di depan Notaris untuk kepentingan Perusahaan Surety, yang
berisi kesanggupan Principal dan Indemnitor untuk membayar semua
kerugian Perusahaan Surety yang diakibatkan oleh pembayaran klaim kepada
Obligee karena Principal tidak dapat memenuhi kewgjibannya sesuai
ketentuan dalam kontrak.

PT. Askrindo membuat Perjanjian reasuransi (asuransi ulang) adalah
perjanjian antara penanggung (insurer) dan penanggung ulang (reinsurer),
penanggung ulang menerima premi dari penanggung yang jumlahnya
ditetapkan lebih dulu, dan penanggung ulang bersedia untuk membayar ganti

kerugian kepada penanggung, bilamana dia membayar ganti kerugian kepada
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tertanggung sebagai akibat asurans yang dibuat antara penanggung dan
tertanggung.

Pembayaran Klam oleh Perusahaan Surety dilakukan selambat-
lambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah menerima surat tuntutan penagihan
(Klaim). Pada kurun waktu 2006 sampai dengan tahun 2010, PT. Askrindo
hanya terdapat satu (1) kasus Principal mengalami wanprestas atau kegagalan
dalam memenuhi kewajibannya pada Obligee, sehingga mengakibatkan PT.
Askrindo harus melakukan pencairan Jaminan. Kalau di PT. Askrindo Cabang
Solo belum pernah ada perusahaan yang wan prestasi.

Daam pelaksanaannya, Principal sampa mendekati batas waktu
berakhirnya jangka waktu kontrak baru menyelesaikan 30% dari pelaksanaan
pekerjaan yang dijanjikan dan telah menerima uang muka sebesar 20% dari
nilai kontrak. Sampa berakhirnya kontrak, pekerjaan yang dijanjikan oleh
Principal belum selesai. Hingga akhirnya pihak Obligee mengajukan klaim
pencairan Jaminan kepada PT. Askrindo. Setelah menerima klaim dari
Obligee maka PT. Askrindo melakukan survey dan penyelidikan atas
kegagalan yang dilakukan Principal. Setelah dilakukan penyelidikan dan
terbukti  Principal telah melakukan wanprestasi. Adapun kesalahan
(wanprestasi) yang dilakukan oleh Principal adalah melakukan pekerjaan
yang diperjanjikan, namun terlambat dari schedule kontrak, sehingga PT.
Askrindo melakukan pencairan Jaminan sebesar Nilai Jaminan yaitu Jumlah
Jaminan Pelaksanaan Performance Bond) dan Jaminan Pembayaran Uang

Muka (Advance Payment Bond) sebesar Rp. 192.796.100,- yang mana



pembayaran Klaim dilakukan dengan melalui transfer ke rekening yang telah
ditetapkan oleh Obligee.
Akibat Hukum yang Timbul Apabila Terjadi Wanprestas dalam
Pelaksanaan Surety Bond di PT Askrindo pada Proyek Pengadaan
Barang dan Jasa di Pemerintah Kota Surakarta

Akibat Hukum yang Timbul Apabila Terjadi Wanprestas dalam
Pelaksanaan Surety Bond di PT Askrindo pada Proyek Pengadaan Barang dan
Jasa di Pemerintah Kota Surakarta adalah dilakukan penagihan recovery
secara langsung dengan mengirim surat kepada Principal untuk segera
melakukan eksekusi atas agunan yang ada pada Surety. Penagihan recovery
dapat juga dilakukan melalui pihak lain sebagai pemediasi atau disebut
arbitrase, yaitu penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang
netral. Pihak lain daam ha ini adaah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang (KPKNL).®

Surety berhak untuk menyerahkan piutang kepada KLKNL sesual
dengan surat Direktorat Jenderal Piutang Dan Lelang Negara Departemen
Keuangan No. S1217/DL/2001. Sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Keputusan
Menteri Keuangan No. 293/KMK.09/1993, KLKNL akan melakukan
pemanggilan secara tertulis kepada Principal selaku penanggung hutang dan
PT. Askrindo selaku penjamin hutang untuk diminta pertanggungjawaban
penyelesaian piutang negara yang telah ditetapkan. Menurut ayat (2), dalam

hal penanggung hutang atau penjamin hutang tidak memenuhi ketentuan yang

®> Andi Firman Maulana. 2013. Sub Area Manager Directur PT. Askrindo Cabang Solo,.
Wawancara Pribadi, Surakarta, Jumat 11 Oktober 2013 Jam 14.30 WIB



ditetapkan dalam surat panggilan, KLKNL memberi peringatan dan apabila
penanggung hutang atau penjamin hutang masih mengabaikan peringatan,
diberi peringatan terakhir.

Hambatan Yang Dihadapi Perusahaan Surety Dalam Pelaksanaan
Subrogas atau Recovery adalah: (1) ketidakmampuan Principal memenuhi
prestas pada Obligee, sebagian besar mempengaruhi keadaan keuangan
Principal, sehingga pelaksanaan subrogasi atau recovery membutuhkan waktu
yang lama sesuai dengan kemampuan Principal; (2) Tidak optimalnya hasil
yang diperoleh Perusahaan Sur ety dalam pelaksanaan subrogasi atau recovery,
karena ketidak kemampuan Principal sehingga Perusshaan Surety
membebaskannya dari biaya-biaya yang dikeluarkan dan bunga yang harus
dibayar. Dalam mengatas hambatan pelaksanaan subrogas atau recovery atas
klaim yang telah dibayarkannya, maka PT. Askrindo menempuh cara bersikap
kooperatif dengan Principal, di mana melihat itikad baik dari Principal,
sehingga memberikan kelonggaran kepada Principal untuk melakukan
subrogasi atau recovery secara mencicil dan membebaskannya dari biaya-
biaya yang dikeluarkan dan bunga yang harus dibayar.

Menurut Pasal 15 Keputusan Menteri  Keuangan No.
293/KMK.09/1993 Principal dapat melakukan penyelesaian recovery dengan
cara. Penyelesaian pembayaran Piutang Negara yang ditetapkan dalam
Pernyataan Bersama dapat dilakukan dengan tunai atau mengangsur; Dalam
hal pembayaran dilakukan dengan cara mengangsur, pelaksanean pembayaran

dilakukan setigp bulan, setiap triwulan atau setiap semester; Pelaksanaan
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pembayaran Piutang Negara dilakukan melalui Bank yang ditunjuk, kecuali
Penanggung Hutang, Penjamin Hutang menghendaki melakukan pembayaran
di kantor BUPLN setempat; Dalam hal penanggung hutang atau penjamin
hutang tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Pernyataan Bersama,
BUPLN memberikan peringatan tertulis kepada Penanggung Hutang atau
Penjamin Hutang untuk memenuhi kewagjiban yang ditetapkan dalam
Pernyataan Bersama.

Penagihan dapat juga dilakukan melalui GAPENSI (Gabungan
Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia). Dalam hal ini, Gapensi selaku
asosiai  kontraktor harus dapat menjembatani permasalahan yang terjadi
diantara perusahaan asuransi dengan kontraktor. Gapensi harus dapat lebih
berperan aktif dalam menyelesailkan permasalahan di bidang Surety Bond.
Contohnya ialah Gapens harus dapat membantu mengembalikan recovery
Surety Bond atas klaim yang diberikan. Pemberian sanksi yang tegas juga
harus diberikan kepada anggota yang tidak mempunyai iktikad baik dalam
mengembalikan recovery.

Sarana terakhir yaitu penagihan melalui jalur hukum. PT. Askrindo
jika principal tidak melakukan penyelesaian recovery secara hukum.
Penagihan recovery dilakukan secara langsung kepada Principal. Penagihan
ini umumnya dilakukan atas dasar kepercayaan Surety terhadap Principal.

Alasannya tidak dilakukannya penagihan secara hukum ialah karena biaya
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yang dikeluarkan akan menjadi lebih besar serta proses penyelesaian recovery
tersebut akan menjadi lebih lama.®

Terkait dengan kekuatan eksekutorial, adanya perjanjian ganti rugi ini
belum dapat menjamin bahwa Sur ety akan memperoleh recovery ataupun akan
dapat melakukan eksekus jaminan milik Principal. Perjanjian ganti rugi di
tanda tangani oleh direktur dan komisaris Principal serta dilegalisas oleh
notaris. Legalisas perjanjian ganti rugi ini oleh notaris, belum dapat menjamin
suatu Collateral dapat langsung dilakukan eksekusi. Untuk dapat melakukan
eksekusi Benda jaminan tersebut perlu dilakukan pengikatan untuk dapat
dilakukan eksekusi. Pada kasus ini pengikatan dapat dilakukan dengan hipotik.
Ketentuan tentang Hipotik yang diatur dalam KUHPerdata sebagian besar
sudah tidak berlaku lagi sgak diundangkannya Undang-Undang Hak
Tanggungan, yaitu sepanjang yang mengatur mengenal tanah beserta benda
benda yang berkaitan dengan tanah, sedangkan ketentuan lainnya mash
berlaku saat ini. Ketentuanketentuan dalam KUHPerdata yang berkenaan
dengan hipotik untuk barang-barang tidak bergerak terutama tanah-tanah. Hal
sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 315¢ KUHD tentang hak tanggungan.

Terkait dengan recovery, penyelesaiannya dapat juga dilakukan
melalui medias ataupun melaui arbitrase. Arbitrase adalah penyerahan
sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral. Pihak ketiga ini bisa
individu, arbitrase terlembaga atau arbitrase sementara (ad hoc). (Huala Adolf,

2006). Dalam klausula arbitrase terdapat dua buah klausula yaitu : pactum de

® Andi Firman Maulana. 2013. Sub Area Manager Directur PT. Askrindo Cabang Solo,.
Wawancara Pribadi, Surakarta, Jumat 11 Oktober 2013 Jam 14.30 WIB

Xiii



compromitendo dan acta compromise. Klausula pactum ce compromitendo
merupakan suatu klausula arbitrase yang dibuat sebelum suatu sengketa
terjadi. Hal ini dapat dilakukan bersamaan pada waktu pembuatan perjanjian
pokoknya ataupun setelah perjanjian pokoknya. Hal ini membuktikan bahwa
klausula pactum de compromitendo merupakan suatu klausula yang menjadi
satu dengan perjanjian pokoknya ataupun merupakan suatu perjanjian
tersendiri. Acta compromise yaitu suatu klausula arbitrase yang dapat dibuat
setelah suatu sengketa terjadi dan para pihak setuju bahwa sengketa yang
terjadi dapat diselesaikan melalui jalur arbitrase. Pada kasus ini antara Surety
dengan Principal dapat dibuatkan suatu klausula acta compromise mengenal
penyelesaian recovery. Adanya klausula ini diharapkan dapat membantu
Surety untuk mendapatkanrecovery dari Principal.
PENUTUP
Kesimpulan

Kesmpulan yang diambil adalah: Pertama, prosedur penerbitan
Surety Bond di PT. Askrindo pada proyek pengadaan barang dan jasa pada
Pemerintah Kota Surakarta adalah: membuat perjanjian pokok yang beris
jumlah kerugian yang akan ditanggung oleh pihak surety jika terjadi
wanprestass yang dilakukan Principal, mengajukan permohonan menjadi
nasabah, mengisi formulir permohonan, Principal melengkapi dokumen
proses underwriting (pemeriksaan), PT. Askrindo kemudian berusaha
memperoleh gambaran risiko yang akan ditanggung dengan analisis 5 (lima) C

yaitu: Character, Capital, Capacity, Condition, dan Collateral terhadap

Xiv



kondis principal, membuat Perjanjian Ganti Rugi Kepada Pihak Surety, dan
membuat Perjanjian reasurans (asurans ulang).

Kedua, akibat hukum yang timbul apabila terjadi wanprestasi dalam
pelaksanaan Surety Bond di PT Askrindo pada Proyek Pengadaan Barang dan
Jasa di Pemerintah Kota Surakarta adalah dilakukan penagihan recovery
secara langsung dengan mengirim surat kepada Principal untuk segera
melakukan eksekus atas agunan yang ada pada Surety. Hambatan Yang
Dihadapi Perusahaan Surety Dalam Pelaksanaan Subrogas atau Recovery
adalah: ketidakmampuan Principal memenuhi prestasi pada Obligee; Tidak
optimalnya hasil yang diperoleh Perusahaan Surety dalam pelaksanaan
subrogasi atau recovery, karena ketidak kemampuan Principal sehingga
Perusahaan Surety membebaskannya dari biaya-biaya yang dikeluarkan dan
bunga yang harus dibayar. Oleh karena itu PT. Askrindo memberikan
kelonggaran kepada Principal untuk melakukan subrogasi atau recovery
secara mencicil dan membebaskannya dari biaya-biaya yang dikeluarkan dan
bunga yang harus dibayar.

Saran
Saran yang diberikan adalah: Pertama, saran kepada PT. Askrindo,

untuk dapat meminimalisas permasalahan hukum yang mungkin timbul dan
untuk mencegah terjadinya wanprestas maka harus dibuat perjanjian yang
secara jelas mengatur hak-hak dan kewajiban masing- masing pihak, dan dapat
ditambahkan juga catatan khusus berupa kesepakatan para pihak yang
mengatur kriteria dalam letak dan segi apa kategori wanprestasi tersebut dapat

muncul karena selama ini penilaian dan pengawasan proyek kerja hanya
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dilakukan oleh obligee sgja dan tidak ada kesempatan bagi principa untuk
membuktikan mereka tidak melakukan wanprestas. Saran kepada PT.
Askrindo, agar tidak terjadi permasalahan yang berlarut-larut dalam
pelaksanaan recovery pada perusshaan yang wanprestasi, maka dalam
melakukan survel pada proses proses penerbitan surety bond lebih
menerapkan prudent underwriting dengan menerapkan prinsip mengenal
nasabah. Selanjutnya dilakukan pengikatan jaminan tidak hanya dapat
dilakukan dengan perjanjian ganti rugi / agreement indemnity sgja, tetapi
pengikatan jaminan juga dapat dilakukan dengan fidusia ataupun melalui hak
tanggungan. Jika recovery atau subrogas tidak berjalan lancar, dalam arti
masih dapat dilakukan secara mencicil dan tidak dikenakan bunga, maka
diharapkan dalam underwriting (analisis dalam pemberian jaminan).

Kedua, saran kepada masyarakat (pengusaha), agar proyek dapat
berlangsung dengan lancar, pembiayaan dapat berjalan hingga proyek selesai,
dan mengantisipasi kejadian yang tak diinginkan, perusahaan dapat bekerja
sama dengan perusahaan penerbit surety bond. Sebaiknya perusahean perlu
menyiapkan berkas yang diperlukan agar proses perjanjian dapat dibuat
dengan cepat dan berusaha menepati kewagjiban yang menjadi tanggung
jawabnya.

Ketiga, saran kepada pemerintah, perlu menyediakan instrumen hukum
yang lebih jelas tentang penjaminan proyek sehingga masyarakat pengusaha
dapat melaksanakanya dengan baik. Saran kepada penelitian berikutnya,
penelitian ini dapat dijadikan referens untuk penelitian lanjutan tentang

perjanjian penjaminan dalam proyek kontruksi.
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